
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 38 TAHUN 2018
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL
 

PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Kla sifika si Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah , perlu dilakukan 
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial 
Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas So sial Provinsi 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Un da ng-Unda ng Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 



Menetapkan 
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7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4 .	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5.	 Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung. 

6.	 Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Sosial Provinsi Lampung. 

8.	 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB II
 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

Bagian Kesatu
 

Pembentukan
 

Pasa12
 

Oengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTO pada Oinas Sosial Provinsi 
Lampung, yaitu: 

1.	 UPTO Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A; 

2 .	 UPTO Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A; 

3 .	 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Oisabilitas Kelas A; 

4 .	 UPTO Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A; 

5.	 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A; 

6.	 UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan 

7.	 UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A. 

Bagian Kedua
 

Kedudukan
 

Pasa13
 

(1)	 UPTO berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas Sosial 
Provinsi Lampung. 

(2)	 UPTO dipimpin oleh seorang Kepala UPTO. 

Bagian Ketiga
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal4
 

(1)	 UPTO mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
darr/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang 
bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak 
bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan 
langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah . 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
UPfD mempunyai fungsi: 

a.	 pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

b.	 pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan 

c.	 pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD. 
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BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Bagian Kesatu
 

UPTD Pelayanan Sosia! Lanjut Usia Tresna Werdha
 
Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung
 

Paragraf 1
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

PasalS
 

(1)	 UPTD Pe1ayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha mempunyai tugas 
memberikan pelayanan sosial meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, 
latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut 
usia terlantar. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha mempunyai fungsi: 
a .	 pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar; 
b.	 pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia; 

c.	 perawatan dan pelayanan kebutuhan jasmani dan rohani lanjut usia 
terlantar; 

d.	 pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi lanjut usia; 
dan 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha, 
terdiri dari: 
a .	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Pelayanan; 

d .	 Seksi Penyantunan; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 S eksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dan 
Peraturan Gubemur ini. 
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Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasa17 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, surat 
menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan 
laporan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan 
kebutuhan dalam panti seperti penerimaan pelayanan, penampungan, 
pengasrarnaan, dan perawatan. 

(4)	 Seksi Penyantunan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan 
bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan 
rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia. 

Bagian Kedua 

UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan
 
Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasa18 

(1)	 UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan mempunyai tugas 
memberikan pelayanan dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, mental, 
sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi 
anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan mempunyai fungsi: 

a.	 pe1ayanan dan penyaluran bagi anak yatim piatu, anak terlantar dan 
rernaja putus sekolah; 

b.	 pembinaan dan bimbingan anak yatim piatu, anak terlantar dan remaja 
putus sekolah; 

c .	 pembinaan dan resosialisasi lanjut anak yatim piatu, anak terlantar dan 
remaja putus sekolah; dan 

d.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal9 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan, terdiri 
dari: 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Pelayanan; 
d.	 Seksi Penyaluran; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

Paragraf3 

Uraian Tugas 

PasallO 

Kepala UPTD 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD 
Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, 
penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan serta 
pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi anak yatim 
piatu, terlantar dan remaja putus sekolah, melaksanakan bimbingan dan 
rehabilitasi sosiaJ kepada anak yatim piatu, terlantar dan remaja putus 
sekolah, memberikan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu 
luang bagi anak yatim piatu, terlantar dan remaja putus sekolah. 

(4)	 Seksi Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi anak 
yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah. 

Bagian Ketiga 

UPTD Pelayanan dan RehabUitasi Sosial Penyandang DisabUitas
 
Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung
 

Paragraf I 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasalll 

(1)	 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai 
tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang Disabilitas. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai 
fungsi: 
a. pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 

b. pengernbangan lapangan kerja b agi penyandang disabiJitas; 
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c. pelatihan keterampilan penyandang disabilitas ; 

d. penyaluran penyandang disabilitas; dan 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal12 

(1)	 Susunan organisasi UfYI'D Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas, terdiri dan: 
a. Kepala; 

b . Sub Bagian Tata Usaha; 

c . Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi; 

d. Seksi Penyaluran; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYI'D. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UfYI'D. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipirnpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5) Bagan Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi 
Disabilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Sosial 
III 

Penya
yang 

ndang 
tidak 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal13 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 
mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi 
pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, 
penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan serta 
pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, rehabilitasi sosial, bimbingan dan latihan keterampilan serta 
resosialisasi bagi penyandang disabilitas. 

(4)	 Seksi Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi 
penyandang Disabilitas . 
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Bagian Keempat
 

UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih
 
Pada Dinas Sosial Provinsi Lam pung
 

Paragraf 1
 

Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal14 

(1)	 UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih mempunyai tugas 
memberikan pelayanan dan penyantunan, meliputi bimbingan fisik, meliputi, 
sosial, latihan keterampilan dan resosiasasi serta pembinaan lanjut bagi 
anak yatim piatu. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih, mempunyai fungsi: 

a.	 pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial; 

b.	 pusat pengembangan kesempatan kerja; 

c.	 pusat latihan keterampilan; 

d.	 pusat informasi kesejahteraan sosial; 

e.	 pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga 
rehabilitasi lainnya; 

f.	 pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih; dan 

g.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2
 

Susunan Organisasi
 

Pasal15 

(1)	 Susunan organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih, terdiri 
dari: 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan;
 

d.Seksi Penyantunan;dan
 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
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Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal16 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih mempunyai tugas 
mernimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UfYfD 
Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih sesuai dengan kebijakan ya ng 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan ya n g berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mernpunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, 
penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan serta 
pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas 
pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan 
kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti. 

(4)	 Seksi Penyantunan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas 
penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai 
dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan 
keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh 
bimbingan formal wajib belajar serta melaksanakan dan menyiapkan bahan 
bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan 
meningkatkan Sumber Daya Manusia anak sehingga dapat berprestasi dan 
mandiri. 

Bagian Kelima 

UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi 80sial Tuna 80sial Mardi Guna
 

Pada Dinas Sosia! Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal17 

(1)	 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Mardi Guna mempunyai tugas 
memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan penyaluran meliputi 
bimbingan fisik, meliputi, sosial, latihan keterampilan dan resosiasasi serta 
pembinaan lanjut bagi panyandang masalah tuna sosial. 

(2)	 Untuk menye1enggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna So sial Mardi Guna, mempunyai fungsi : 

a.	 pelayanan rehabilitasi tuna sosial ; 

b .	 pengembangan lapangan kerja bagi tuna sosial : 

c.	 pelatihan keterampilan tuna sosial; 

d.	 pelayanan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga 
rehabilitasi lainnya; dan 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 
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Paragraf2
 

Susunan Organisasi
 

PasallS
 

(1)	 Susunan organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 
Mardi Guna, terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 

d. Seksi Penyaluran; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPfD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi 
Guna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasall9 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Mardi Guna 
mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi 
pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan 
bahan urusan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, 
kepegawaian, penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan 
serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
dan menyiapkan bahan bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal 
sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan 
keterampilan serta resosialisasi. 

(4)	 Seksi Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan 
konseling, menyiapkan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan 
kepada klien luar panti, dan menyiapkan bahan penyaluran bagi tuna sosial. 
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Bagian Keenam 

UPTn Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa
 
Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal20 

(1)	 UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa mempunyai tugas 
memberikan pelayanan dan penyantunan, meliputi bimbingan fisik, sosial, 
latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak 
yatim piatu. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa, mempunyai fungsi: 

a.	 pusat pelayanan kesejahteraan sosial; 

b.	 pusat pengembangan kesempatan kerja; 

c .	 pusat latihan kcterampilan; 

d.	 pusat informasi kesejahteraan sosial; 

e.	 pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga 
rehabilitasi lainnya; 

f.	 pelaksanaan penyantunan asuhan anak; dan 

g.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal21 

(1)	 Susunan organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa, 
terdiri dari: 

a.	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Pelayanan; 

d.	 Seksi Penyantunan; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
m as.irra-rnasirra dioimpin oleh seoraria Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dan 
Peraturan Gubernur ini. 
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Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasa194 

(1)	 Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa mempunyai 
tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas 
UPTD Pelayanan So sial Asuhan Anak Harapan Bangsa sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan 
penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan. 

(3)	 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas 
pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan 
kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti dan melaksanakan tugas 
lain yang diberikan oleh atasan. 

(4)	 Seksi Penyantunan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas 
penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai 
dengan terminasi meliputi bimbingan fisik , mental, sosial, latihan 
keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh 
bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan 
keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber 
Daya Manusia anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri. 

Bagian Ketujub 

UPTn Penyelenggaraan Kesejabteraan Sosial Insan Berguna 

Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasa122 

(1)	 UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan So sial Insan Berguna mempunyai 
tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan 
dengan hukum. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, mempunyai fungsi: 

a. pusat pe1ayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum; 

b. pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum; 

c .	 pusat inforrriasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum; 

d. tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan 
dengan hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya; dan 

e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 



-13­

Paragraf2 

Susunan Organisasi 

Pasa123 

(1)	 Susunan organisasi UfYfD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan 
Berguna, terdiri dari: 

a . Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Rehabilitasi Sosial; 

d. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYfD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d , 
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipirnpiri oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UIYI'D Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan 
Berguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf3 

Uraian Tugas 

Pasal24 

(1)	 Kepala UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan So sial Insan Berguna 
mempunyai tugas memimpin , mengendalikan dan mengkoordinasi 
pelaksanaan tugas UfYfD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan 
Berguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial 
Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me1aksanakan dan menyiapkan 
bahan urusan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, 
kepegawaian, penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan 
serta pelaksanaan ketatausahaan . 

(3)	 Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan 
bahan rehabilitasi sosial dan bahan latihan keterampilan anak berhadapan 
dengan hukum. 

(4)	 Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut mempunyai tugas melaksanakan 
dan menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan lanjut bagi anak 
berhadapan dengan hukum, dan melaksanakan dan menyiapkan bahan 
dalam pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak berhadapan 
dengan hukum. 
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BABIV
 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 

Pasa125 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon Illb 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV
 

KEPEGAWAIAN
 

Pasal26 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hams memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 

BABVI
 

TATAKERJA
 

Pasa127 

(1)	 Kepala UPTD dalam m elaksanakan tugas menerapkan pnnSlp koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di 
lingkungan masing-masing. 

(3) Kepa1a UPTD	 bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4)	 Kepala UPTD da1am melaksanakan tugas me1akukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB VII
 

KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasa128 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan me1aksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 

BAB VIII
 

KETENTUANPENUTUP
 

Pasal 29 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur iru, maka Peraturan Gubemur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa130 

Ketentuan m engenai te kn is pelaksanaan Peraturan Gubemur ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung setelah 
m endapat persetujuan dan Guberriur. 

Pasa131 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 12 Juli 2018 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 

padatanggru 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

Ir. HAMARTONI AHADIS. M.Si.
 
Pembina Utama Madya
 

NIP.19640209 198903 1 008
 

Salinan sesuai dengan a s linya 
KEPALA BI 0 HUKUM, 

ZULFIKAR. 8H. MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .aa..
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UfYfD DINAS SOSIAL 
PROVINSI LAMPUNG 

LAMPlRAN I : PERATURAN GUBERNUR 
NOMOR 38 
TANGGAL 12 

LAM
TAHUN 

JULI 

PUNG 
20 18 
2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDHA
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelayanan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Penyantunan 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan aslinya 
KEPALA IRO HUKUM, 

ZULFIKAR] SH] MH
 

Pembina Utama Muda
 
NIP. 19680428 199203 1 003
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UPTD DINAS SOSIAL 
PROVINSI LAMPUNG 

LAMPlRAN II : PERATURAN GUBE
NOMOR 38 
TANGGAL 12 

RNUR LAMPUNG 
TAHUN 

JULI 
2018 
2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN SOSlAL BINA REMAJA RADIN INTAN 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelayanan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 

, 

Seksi 
Penyaluran 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesua dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

ZULFlKAR. SH, MH 
Pembina Utama Muda. 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS SOSIAL 
PROVINSI LAMPUNG 

LAMPlRAN III : PERATURAN GUBE
NOMOR 38 
TANGGAL 12 

RNUR LAMPUNG 
TAHUN 

JULI 
2018 
2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

r 
Seksi 

Pelayanan dan 
Rehabilitasi 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Penyaluran 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 
Salinan sesu i dengan aslinya 

KEPALA RO HUKUM, 

ZULFIKAR, SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD D INAS SO SIAL 
PROVINSI LAMPUN G 

LAMPIRAN IV : PERATURAN GU BE
NOMOR 38 
TANGGAL 12 

RNUR LAMPUNG 
TAHUN 

J ULI 
2018 
20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI ASIH
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelayanan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Penyantunan 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RlDHO FICARDO 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BI 0 HUKUM, 

ZULFlKAR, SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS SOSIAL LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 20 18 

TA GGAL 12 ULI 018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIALTUNA SOSIAL MARDI GUNA
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
Seksi 

Penyaluran 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. R1DHO FICARDO 

Salinan sesu dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

..I 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS SOSIAL 
PROVINSI LAMPUNG 

LAMPIRAN VI ; PERATURAN GUBE
NOMOR 38 
TANGGA 12 

RNUR LAMPUNG 
TAHUN 

JULI 
20 18 
2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pelayanan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Seksi 
Penyantunan 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu dengan aslinya 
KEPALAB OHUKUM, 

ZULFIKAR. SH. MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1003 
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UfYfD DlNAS SOSIAL LAMPlRAN VII: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2018 

TANGGAL 12 JULI 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Rehabilitasi Sosial 

I 
Seksi 

Pemantauan dan 
Pembinaan Lanjut 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M . RIDHO FICARDO 
Salinan sesu dengan aslinya 

KEPALA B RO HUKUM, 

ZULFIKAR. SH. MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1003 


